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ABSTRAK : Bahwa untuk menunjang optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang

lebih efektif, efisien maupun sesuai dengan arah kebijakan pembangunan di

daerah perlu melaksanakan perjalanan dinas sesuai ke butuhan Pemerintahan

Daerah; bahwa agar perjalanan dinas dapat dilaksanakan secara tertib, efisien,

ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab, perlu diatur ketentuan

mengenai perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo;

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di

Lingkungan Kabupaten Tebo.



Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.54 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi

dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,

Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur; UU No.12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU No.23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi

Undang-Undang; UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; UU

No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah; UU No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Menjadi Undang-Undang; UU No.20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

PP No.18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 1 Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; PP No.12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Perpres No.33 Tahun 2020 tentang

Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden

Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional; Permendagri

No.80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018

Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Permendagri No.70 Tahun 2019

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; Permendagri No.90 Tahun 2019

tentang Kliasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah; Permendagri No.77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda Kabupaten Tebo No.15 Tahun 2021

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.



Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pelaksanaan perjalanan dinas di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo, yang meliputi ketentuan umum, jenis

perjalanan dinas, prinsip pelaksanaan, pemberian perintah tugas dan perjalanan

dinas, pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD, biaya perjalanan

dinas, komponen biaya, penggolongan tingkat biaya, tata cara pelaksanaan

perjalanan dinas dan pertanggungjawabannya, serta ketentuan lain-lain.

CATATAN : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Januari 2024.

Batang Tubuh : 19 Halaman

Lampiran : 33 Halaman


